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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang  

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang 

berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil 

dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Dalam 

menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak 

cepat , kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks 

serta sistim keuangan yang semakin maju diperlukan penyesuaian kebijakan di 

bidang ekonomi termasuk perbankan. 

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga yang mempunyai 

peran  yang sangat strategis dalam membangun Indonesia. Hal ini tidak dapat 

disangkal bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu untuk 

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. 

Sehubungan dengan itu , diperlukan penyempurnaan terhadap sistim 

perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank 

secara individual juga penyehatan sistim perbankan secara menyeluruh. Salah 

satu pilar pembangunan ekonomi Indonesia terletak pada industri perbankan. 

Di dalam sistim hukum Indonesia, segala bentuk praktik perbankan haruslah 

berdasar prinsip-prinsip yang terkandung dalam ideologi negara Indonesia 

yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
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Pengakuan yuridis formal mengenai eksistensi perbankan dimulai 

sejak dilahirkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-

Pokok Perbankan yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1992 tentang Perbankan selanjutnya dengan Undang-Undang nomor 10 

tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 

Tentang Perbankan. Dan terakhir adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan. 

Sebagai badan usaha, kehadiran bak di masyarakat memiliki peran 

yang sangat strategis dalam proses pembangunan nasional. Pemaparan diatas , 

maka jelas, bahwa kedudukan bank adalah sebagai Lembaga yang 

berhubungan erat dengan masyarakat dan mempunyai hubungan intermediasi 

dengan dengan masyarakat itu sendiri. Dalam perpektif Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen , baik perjanjian 

simpanan maupun perjanjian kredit, kedudukan nasabah bank merupakan 

konsumen yang harus memperoleh perlindungan hukum.  

Perlindungan hukum bagi nasabah bank seharusnya sudah dilakukan 

pada tahap pra perjanjian sampai dengan dapat dilakukan melalui proses 

litigasi dan non litigasi. pelaksanaan perjanjian. Ketika hubungan hukum 

antara bank dan nasabah mulai tercipta, maka sejak itu terbuka kemungkinan 

sengketa antar pihak . Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui 

proses litigasi dan non litigasi.  

Dalam upaya mengurangi berbagai keluhan nasabah tersebut , maka 

Bank Inonesia sebagai bank sentral di Indonesia mengeluarkan peraturan yang 
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menjadi dasar hukum bagi nasabah untuk menyatakan ketidak puasannya dan 

mengajukan aduan kepada pihak perbankan. Berdasarkan peraturan Bank 

Indonesia Nomor :7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah 

diberi kesempatan bagi nasabah untuk menyampaikan segala ketidak 

puasannya terhadap berbagai jenis transaksi perbanka yang dilakukan. 

Kemudian karena dirasakan kurang dapat memuaskan nasabah, Bank 

Indonesia mengambil inisiatif untuk mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.  

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian secara mediasi nampaknya 

mempunyai prospek dan peluang untuk dikembangkan serta diberdayakan di 

Pengadilan. Namun , tidak mengurangi pentingnya peranan pengadilan formal, 

keduanya tetap dibutuhkan dalam dunia praktek hukum. Untuk itu, mediasi 

dan proses peradilan formal dikolaborasikan agar terwujud asas peradilan 

yang sederhana , cepat , dan biaya ringan. 

Kegiatan perbankan terutama yang berkaitan dengan nasabah tidak 

selamanya berjalan dengan baik, mungkin saja terjadi persoalan antara pihak 

bank dengan nasabah baik berkaitan dengan kerahasiaan data nasabah maupun 

berkaitan dengan kredit perbankan. Biasanya akan ada persoalan keluhan 

nasabah berkaitan dengan adanya data nasabah yang bocor kepada pihak 

ketiga sehingga nasabah beranggapan pihak bank yang sudah meberikan data 

tersebut. Sehingga nasabah atau konsumen akan melakukan pengaduan atau 

keluhan terhadap pihak bank.  
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Bank sebagai suatu lembaga yang melindungi dana nasabah juga 

berkewajiban  menjaga kerahasiaan terhadap dana nasabahnya dari pihak-

pihak yang dapat merugikan nasabah. Dan sebaliknya masyarakat yang 

mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank juga harus dilindungi 

terhadap tindakan yang semena-mena yang dilakukan oleh bank yang dapat 

merugikan nasabahnya. Hal ini sangat dibutuhkan karena sebagai lembaga 

keuangan, bank harus mendapat kepercayaan dari masyarakat, dan 

kepercayaan dari masyarakat tersebut akan lahir apabila semua data hubungan 

masyarakat dengan bank tersebut dapat tersimpan secara rapi atau 

dirahasiakan. 

Hal demikian membawa konsekuensi kepada bank, yaitu bank 

memikul kewajiban untuk menjaga kerahasiaan tersebut, sebagai timbal balik 

dari kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada bank selaku lembaga 

keuangan atau sumber dana masyarakat. Sebagai suatu badan usaha yang 

dipercaya oleh masyarakat untuk menghimpun dana masyarakat, sudah 

sewajarnya bank memberikan jaminan perlindungan kepada nasabah yang 

berkenaan dengandananya kepada bank tetapi juga dari sistem moneter yang 

menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya 

nasabah penyimpan dana dari bank itu saja. 

Perlindungan yang diberikan oleh bank sebagaimana yang telah diatur 

dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 baik 

itu yang diatur dalam Pasal 4 butir ke 5 yang menyebutkan bahwa konsumen 

atau nasabah berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
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penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, yang mana di 

dalamnya mengatur berkaitan penyelesaian sengketa jika terjadi masalah 

antara nasabah dan pihak bank, karena kita ketahui dalam UU Perbankan tidak 

ada mengatur tentang hak-hak nasabah, sehingga jika terjadi persoalan maka 

pilihan hukum dapat dilakukan melalui media baik di pengadilan ataupun 

diluar pengadilan. 

Melalui kebijakan ini, maka diberi kesempatan bagi nasabah untuk 

menyampaikan segala ketidakpuasan nya terhadap berbagai jenis transaksi 

perbankan yang dilakukan. Kemudian karena dirasa kurang dapat memuaskan 

nasabah, Bank Indonesia mengambil inisiatif untuk mengeluarkan Peraturan 

Bank Indonesia Nomor: 10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan yang 

selanjutnya disebut PBI 10/1/2008. 

Pelaksanaan mediasi perbankan ini adalah untuk membantu nasabah 

kecil untuk mendapatkan akses penyelesaian sengketa yang mudah (prosedur 

pengajuan tidak rumit), murah (tidak dipungut biaya), dan cepat (proses 

mediasi hanya memerlukan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja /dapat 

diperpanjang 30 (tiga puluh) hari kerja). Selanjutnya, Bank Indonesia hanya 

membuka kesempatan pengajuan mediasi oleh nasabah (permohonan tidak 

dapat diajukan oleh bank) berdasarkan pertimbangan untuk menyeimbangkan 

posisi nasabah dengan bank.  

Pada umumnya, nasabah kecil hanya bisa menerima putusan bank, hal 

tersebut menunjukkan adanya indikasi ketidakseimbangan kedudukan antara 
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nasabah dengan bank dalam penyelesaian komplain nasabah bank mempunyai 

banyak peluang untuk menyampaikan penyelesaian permasalahan yang 

dikehendaki untuk selanjunya disepakati dalam suatu akta perdamaian.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara 

mendalam terhadap masalah ini dalam bentuk penelitian skripsi dengan Judul: 

“EFEKTIVITAS PENERAPAN KONSEP MEDIASI DALAM 

PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN DI KALIMANTAN 

BARAT” 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana efektivitas penerapan konsep mediasi dalam penyelesaian 

sengketa perbankan di Kalimantan Barat ? 

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam 

penyelesaian sengketa perbankan di Kalimantan Barat ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan konsep mediasi 

dalam penyelesaian sengketa perbankan di Kalimantan Barat. 
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b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan di 

Kalimantan Barat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat yang diharapkan dengan adanya peneltian ini yaitu 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan 

pengetahuan Ilmu Hukum, khususnya dalam konteks Hukum Perbankan 

dan Hukum Perlindungan Konsumen  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pihak-pihak 

yang terlibat dalam kegiatan perbankan baik sebagai konsumen atau 

nasabah maupun selaku pihak Bank agar dapat melakukan kegiatan 

perbankan dengan baik dan dapat memberikan manfaat dalam 

menyelesaikan sengketa yang terjadi antara nasabah dengan pihak Bank.  

 

E. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan penelusuran kepustakaan penulis dan penelusuran melalui 

berbagai media seperti internet, telah ditemukan beberapa penelitian yang 

terkait dengan judul skripsi yang penulis ambil dengan judul penelitian skripsi 

dengan penulis yang lain diantaranya : 
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1. Penelitian Skripsi dengan judul : “MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF 

PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BANK DAN NASABAH” oleh 

Mona Minarosa, dengan rumusan masalah sebagai berikut :1.  Bagaimana 

tata cara penyelesaian sengketa antara para pihak dan nasabah menurut 

hukum perbankan ? 2. Bagaimana Penerapan mediasi sebagai alternative 

penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah ? 

2.  Penelitian Skripsi dengan Judul : “PENYELESAIAN SENGKETA 

PERBANKAN MELALUI LEMBAGA MEDIASI PERBANKAN”, oleh 

Muhammad Kholid,  dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. 

bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa perbankan melalui lembaga 

mediasi perbankan ? 

3. Penelitian dengan judul : “EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM 

PENYELESAIAN SENGKETA KEUANGAN PADA LEMBAGA 

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN 

DI SUMATERA SELATAN” Oleh Muhammad Bayu Nugroho, dengan rumusan 

masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa 

sektor jasa keuangan melalui mediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian 

Sengketa Sektor Jasa Keuangan ? 2. Apakah penyelesaian sengketa sektor 

jasa keuangan melalui mediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian 

Sengketa Sektor Jasa Keuangan berjalan dengan efektif ?”  

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, terdapat perbedaan antara 

penelitian ketiga penulis diatas dengan apa yang akan ditulis oleh penulis yang 

mengajukan judul penelitian tentang : “EFEKTIVITAS PENERAPAN 
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KONSEP MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA 

PERBANKAN DI KALIMANTAN BARAT” terdapat perbedaan pada fokus 

permasalahan berkaitan dengan : 1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa 

sektor jasa keuangan melalui mediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian 

Sengketa Sektor Jasa Keuangan ? 2. Apakah penyelesaian sengketa sektor jasa 

keuangan melalui mediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Sektor Jasa Keuangan berjalan dengan efektif ? 

 

F. Kerangka Pemikiran 

1. Tinjauan Pustaka 

Sebuah penelitian dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan yang 

menjadi pertanyaan bagi penulis. Untuk dapat menjawab berbagai 

permasalahan dalam penulisan ini penulis mengacu pada beberapa teori yang 

dapat membantu menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini. 

Adapun teori yang dapat memberikan atau membantu penulis untuk 

membahas masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut : 

a. Tinjauan Umum Sengketa  

Suatu kejadian dapat disebut sengketa apabila disertai oleh dua faktor, 

yaitu “perkara” dan “artikulasi”. “Perkara” menurut Kamus Umum Bahasa 

Indonesia diartikan “hal atau rumusan yang harus dikerjakan” atau secara 

spesifik bertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau 

pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-

organisasi terhadap satu objek permasalahan. Senada dengan itu Winardi 



10 
 

mengemukakan: Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-

individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau 

kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan 

akibat hukum antara satu dengan lain yang berarti “perbuatan pelanggaran” 

merupakan syarat utama timbulnya sengketa. Pengertian sengketa dalam 

kamus Bahasa Indonesia, berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti 

adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, 

atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. 

Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal 

dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang 

dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Sengketa dapat terjadi pada 

siapa saja, antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau  

kelompok dengan kelompok. Dengan kata lain sengketa dapat bersifat publik 

maupun keperdataan. 1 Sengketa dapat digambarkan sebagai suatu situasi 

dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa 

dirugikan ini menyampaikan ketidakpuasannya itu kepada pihak kedua, dan 

apabila pihak kedua tidak menangapi dan memuaskan pihak pertama, serta 

menunjukkan perbedaan pendapat diantara mereka, maka terjadilah apa yang 

dinamakan dengan sengketa. 2 

Akan tetapi dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak, yang 

dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi diantara para pihak 

                                                           
1  Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2000, hlm. 16. 
2  Sayud Margono, ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia 

Indonesia, Bogor, hlm. 34. 
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karena adanya pelangaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam 

suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan perkataan lain, 

telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak. Wanprestasi 

dapat terjadi dalam hal debitur : (1) Jika sama sekali tidak memenuhi prestasi; 

(2) Tidak tunai memenuhi prestasi; (3) Terlambat memenuhi prestasi; (4) 

Keliru memenuhi prestasi.3 Teori Persengketaan juga dinamakan dengan Teori 

Konflik. Pengertian Konflik itu sendiri dirumuskan oleh Widjaja Gunawan 

bahwa, konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived 

divergence of interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak 

yang berkonflik tidak dicapai secara stimultan (secara serentak). 4 

b. Tinjauan Umum Mediasi 

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu 

mediare yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukan kepada peran 

yang bertindak sebagai mediator. Mediator dalam menjalankan tugasnya 

berada di tengah-tengah para pihak yang bersengketa, berada pada posisi 

netral serta tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa dan harus mampu 

menjaga kepentingan pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga 

menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. 5  

Menurut Garry Goopaster, definisi mediasi yakni sebagai proses 

negoisasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak 

                                                           
3  Riduan Syahrani, Seluk beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1995, 

hlm. 228 
4  Widjaja Gunawan, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2001, hlm. 29. 
5  Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum 

Nasional, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009, hlm.2. 
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(imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk 

membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.6  

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, 

efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk 

memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. 7  

Mediasi dapat berhasil jika para pihak mempunyai posisi tawar yang 

setara dan mereka masih menghargai hubungan yang baik antara mereka di 

masa depan. Jika keinginan untuk menyelesaikan persoalan tanpa niat 

permusuhan secara lama dan  mendalam, maka mediasi adalah pilihan yang 

tepat. Mediasi Perbankan pada dasarnya merupakan suatu proses negosiasi di 

antara para pihak yang bersengketa, yaitu nasabah dan bank, dengan 

melibatkan mediator dari Bank Indonesia, untuk membantu para pihak yang 

bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela 

terhadap sebagian atau seluruh permasalahan yang disengketakan. 

Pelaksanaan Mediasi Perbankan diatur dalam Peraturan Bank 

Indonesia No.8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Bank Indonesia No.10/1/PBI/2008 tanggal 29 Januari 2008 

tentang Mediasi Perbankan, serta Surat Edaran No.8/14/DPNP tanggal 1 Juni 

2006 perihal Mediasi Perbankan. Mediasi Perbankan merupakan upaya 

lanjutan (phase 2) dari upaya penyelesaian pengaduan nasabah yang tidak 

dapat diselesaikan secara internal oleh bank (phase 1). 

                                                           
6  Garry Goopaster, Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian 

Sengketa Melalui Negoisasi (Jakarta: ELIPS Project. 1993), hlm.201 
7  Peraturan Mahkama Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan 
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 Oleh karena itu, surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan 

bank kepada nasabah merupakan persyaratan yang harus dipenuhi 

sebagaimana diatur dalam PBI tentang Mediasi Perbankan. Selain itu, sesuai 

PBI tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, bank wajib 

menyelesaikan/menanggapi pengaduan yang disampaikan nasabah paling 

lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis 

dan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya. 

Dengan demikian, surat hasil penyelesaian pengaduan dari bank merupakan 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. 

c. Tinjauan Umum Perbankan 

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan, yang dimaksud perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut 

tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses 

dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 

Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara 

yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah maupun dari pihak-

pihak lainnya. Bank Indonesia berkedudukannya di Ibukota negara RI dan 

dapat mempunyai kantor-kantor di dalam dan di luar wilayah negara. Modal 

Bank Indonesia ditetapkan minimal Rp.2 trilyun ditambah dengan 10% dari 

seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari cadangan umum atau 

sumber lainnya. Bank Indonesia juga merupakan lembaga yang berbadan 

hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Bank 
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Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya.8 

 Bank Indonesia juga mempunyai posisi strategis dalam pembangunan, 

baik dalam melayani pemerintah maupun dunia keuangan dan perbankan, 

yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Peranan Bank Indonesia sebagai 

Bank Sentral atau sering juga disebut bank to bankdalam pembangunan 

penting dan sangat dibutuhkan keberadaannya. Hal ini disebabkan bahwa 

pembangunan di sektor apa pun selalu membutuhkan dana dan dana ini 

diperoleh dari sektor lembaga keuangan termasuk bank. 9 

Menurut pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan, yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan 

jasa bank. Dalam hal ini, pihak nasabah merupakan unsur yang sangat 

berperan sekali, mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada 

kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah. Dengan demikian guna 

mencegah merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, 

pemerintah harus berusaha memberikan perlindungan dan perhatian yang 

khusus kepada masyarakat.  

 

Definisi nasabah baru dapat direalisasikan dalam Undang-Undang  No. 

10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 

                                                           
8 Perry Warjiyo, Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia, (Jakarta: Pusat 

Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2004), hlm. 243. 
9 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.157 
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tentang Perbankan diatur perihal nasabah yang terdiri dari dua pengertian 

yaitu: 

1. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di 

bank  dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah 

yang bersangkutan. 

2. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. 

 

2. Kerangka Konsep 

Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan dapat 

diukur melalui beberapa indikator utama. Pertama, kecepatan penyelesaian 

menjadi salah satu faktor penting, di mana mediasi diharapkan dapat 

menyelesaikan sengketa lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi di 

pengadilan. Kedua, biaya yang dikeluarkan selama proses mediasi biasanya 

lebih rendah, memberikan keuntungan finansial bagi kedua belah pihak. Selain 

itu, mediasi juga menjaga kerahasiaan informasi sensitif yang mungkin 

terungkap dalam sengketa, berbeda dengan proses pengadilan yang lebih 

terbuka.  

Efektivitas mediasi juga terlihat dari kemampuan mediator dalam 

memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa, 

sehingga mereka dapat mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima 

bersama. Kemampuan ini mencerminkan keahlian mediator dalam mengelola 
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konflik dan memandu proses menuju resolusi yang memuaskan. Selain itu, 

perbandingan tingkat keberhasilan mediasi dengan metode penyelesaian 

sengketa lainnya, seperti arbitrase atau litigasi, juga merupakan indikator 

penting. Mediasi yang efektif tidak hanya memberikan hasil yang cepat dan 

hemat biaya, tetapi juga memastikan hasil yang adil dan memuaskan bagi 

semua pihak yang terlibat. 

Keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan 

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal mencakup keterampilan dan kompetensi 

mediator, yang harus mampu memfasilitasi diskusi dan membantu kedua 

belah pihak mencapai kesepakatan. Selain itu, kemampuan komunikasi dan 

negosiasi dari kedua belah pihak yang bersengketa juga sangat penting, 

bersama dengan kesiapan mereka untuk berkompromi dan mencari solusi 

bersama.  

Faktor eksternal meliputi dukungan dari lembaga perbankan, yang 

dapat mempengaruhi kelancaran proses mediasi, serta adanya regulasi yang 

mendukung penerapan mediasi. Infrastruktur mediasi yang memadai, 

termasuk keberadaan lembaga mediasi yang profesional dan berpengalaman, 

juga merupakan faktor eksternal yang krusial. Selain itu, persepsi dan sikap 

kedua belah pihak terhadap mediasi, termasuk kepercayaan mereka terhadap 

proses dan hasil mediasi, memainkan peran penting dalam menentukan 

keberhasilan mediasi. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada 
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kombinasi dari faktor-faktor ini, yang bekerja bersama untuk menciptakan 

lingkungan yang kondusif bagi penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. 

 

 

 


